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Abstrak 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan bentuk modernisasi dari 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang memuat perubahan diantaranya mengenai pidana mati. 

Pidana mati yang sebelumnya diatur sebagai pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP Lama, kini diatur 

menjadi pidana yang harus dialternatifkan serta dicantumkan dalam setiap putusan pidana mati 

dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun yang kemudian dapat diberikan keringanan 

hukuman. Pidana mati juga diatur terhadap kejahatan yang masuk ke dalam extraordinary crime, di 

antaranya adalah tindak pidana terorisme. Terhadap tindak pidana terorisme, pidana mati diatur 

dalam Pasal 6 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme. Dalam penelitian ini mengangkat adanya dua rumusan masalah: 1.Bagaimanakah 

pengaturan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dalam upaya 

pemberantasan tindak pidana terorisme dan 2. Bagaimanakah implikasi hukum yang timbul dengan 

diterapkannya pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP 

terhadap terpidana mati dalam tindak pidana terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan meguraikan kalimat 

yang disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan pidana mati masih 

diatur dalam KUHP Baru, namun memuat perubahan. Terhadap tindak pidana terorisme KUHP 

Baru mengatur penjatuhan pidana mati yang diacukan kedalam Pasal 600 hingga Pasal 602. 

Implikasi hukum yang timbul terhadap terpidana mati yang sudah dijatuhi putusan sebelum 

berlakunya KUHP Baru, selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, dapat diberlakukan 

terhadapnya ketentuan yang paling meringankan sesuai dengan asas transitoir yang diatur dalam 

Pasal 3 ayat (1) KUHP Baru. Namun bagi terpidana mati yang putusannya sudah berkekuatan 

hukum tetap, pemberian grasi oleh presiden dapat menjadi penentu dilakukan atau tidaknya eksekusi 

mati. 
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